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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa : 

1. Truk Pengangkut Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 

Sikka yang bisa diketahui dalam  mengalokasikan pembuangan sampah 

ke tempat pembuangan akhir jika disesuaikan dengan volume sampah 

yang ada pada saat ini, maka perlu dilakukan penambahan jumlah truk 

pengangkut sampah karena volume sampah semakin meningkat, jarak ke 

tempat pembuangan akhir yang berbeda dan waktu pengangkutan 

terbatas. Hal ini mengakibatakaan kekurangan  truk pengangkut sampah.  

Berdasarkan hasil penelitian truk pengangkut sampah yang dibutuhkan 

berjumlah 19 truk. Sedangka truk yang beroperasi saat ini sebanyak 4 

(empat) truk. Maka pemerintah daerah Kabupaten Sikka perlu 

menyiapkan anggaran untuk pengadaan 15 (lima belas) truk baru. 

Besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk pengadaan 15 truk dengan 

model/type Hino Dutro MD-L 6 roda adalah sebesar Rp 4.836.000.000. 

2. Hasil penelitian tersebut juga memperhatikan aspek kelayakan investasi 

dari segi teknis, sosial budaya, dan pendistribusian. Perhitungan truk 

pengangkut sampah yang dibutuhkan sudah mempertimbangkan 

implikasi sosial yang lebih luas dari investasi yang diusulakan, 

menyangkut pertimbangan pendistribusian pelayanan secar adil dan 

merata, sehingga mampu memberikan manfaat yang besar bagi 

masyarakat. Penelitian ini juga memperhatikan keputusan investasi yang 



76 
 

perlu dikaitkan dengan masalah distribusi pelayanan publik secara adil 

dan merata. Maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat belum 

menyadari untuk memisahkan antara sampah organik dan sampah 

nonorganik.sampah yang ada di tempat pembuangan sementara (TPS) 

merupakan sampah yang tidak dipisahkan sehingga dalam waktu 

pengangkutan oleh petugas pengangkutan sampah mengalami kendala. 

6.2 Saran 

Adapun saran-saran yang diajukan oleh penulis antara lain sebagai berikut: 

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka perlu memperhatikan Investasi 

(Belanja Modal) Pengadaan Truk Smpah yang telah dilakukan dengan 

kebutuhan masyarakat sekarang ini. 

2. Melihat jumlah truk yang dibutuhkan saat ini berjumlah 19 (Sembilan 

belas) yang ada pada saat ini 4 (empat) truk, maka Pemerintah Daerah 

Kabupaten Sikka perlu mengadakan lagi truk sebanyak 15 (lima belas) 

truk. Perhitungan truk yang dibutuhkan saat ini memperhatikan aspek 

kelayakan investasi dari segi teknis, sosial budaya, dan pendistribusian. 

3. Pemerintah Kabupaten Sikka perlu menyiapkan anggaran sebesar Rp 

4.836.000.000. untuk pembelian 15 unit truk pengangkutan sampah. 

4. Masyarakat perlu memisahkan antara sampah organik dan sampah 

nonorganik. Pemisahan perlu dilakukan agar pada saat pengangkutan 

sampah dari Tempat Pembuang Sementara (TPS) truk tidak perlu 

mengalami kendala waktu pengangkutan. 
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